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Abstrak

Pengembangan bidang ekonomi secara tegas sangat menginginkan terwujudnya demokrasi ekonomi untuk kemakmuran seluruh masyarakat. Mengacu pada kondisi tersebut di atas, maka rekayasa kelembagaan yang diperlukan adalah kelembagaan yang bukan saja mampu mendorong perkembangan bisnis memasuki pasar terbuka, melainkan juga mampu memberi makna yang lebih besar bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan dimasukkan kerjasama sebagai salah satu prinsip dasar Koperasi Indonesia. Hal ini secara langsung akan memungkinkan koperasi untuk mengembangkan jaringannya usaha bukan saja kerjasama sesama koperasi, melainkan juga kerja sama koperasi dengan badan usaha lain baik skala lokal, nasional, maupun internasional.
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A. PENDAHULUAN

Secara konsepsional, kopersi sebagai badan usaha memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan persoalan sosial-ekomomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang posisinya lemah. Keyakinan akan peran koperasi dalam upaya menuju kepada demokrasi ekonomi secara konstitusional tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945.
Selain adanya jaminan konstitusi untuk memperjuangkan koperasi sebagai bentuk badan usaha yang akan mampu menjamin kesejahteraan masyarakat, berbagai kebijaksanaan telah pula dikembangkan untuk memberikan kesempatan kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Kebijaksanaan kesempatan kepada koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan koperasi pada umumnya dikembangkan dalam bentuk kebijaksanaan keberpihakan kepada koperasi. Keberpihakan kepada kopersi yang selama ini telah dikembangkan oleh pemerintah meliputi bentuk-bentuk pemberian subsidi dan bentuk-bentuk perlindungan lainnya dari kemungkinan persaingan yang mematikan koperasi serta peningkatan kemampuan menajerial melalui pendidikan dan pelatihan.
Dalam perjalanan pengembangan koperasi dengan berbagai kebijaksanaan yang telah dicanangkan oleh pemerintah, keberadaan koperasi masih saja belum dapat memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Meskipun secara kuantitatif jumlah koperasi menunjukkan berkembangan yang cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan. Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil demikian juga halnya ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar masih relatif  besar. 
Tantangan koperasi ke depan semakin besar akibat dari perubahan lingkungan yang sangat kompleks dan dinamis. Persoalan lingkungan yang sedang dihadapi oleh gerakan koperasi adalah fenomena ekonomi global yang sangat menuntut daya saing serta persoalan krisis ekonomi yang sedang melanda ekonomi Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menghadapi masa depan yang sangat kompleks dan dinamis sifatnya, diperlukan strategi pengembangan yang tepat. Penetapan strategi pengembangan koperasi harus tetap mengacu pada upaya untuk mengembalikan jatidiri koperasi sebagai badan usaha yang dikembangkan dari dan untuk masyarakat.
B. MASALAH DAN KEBIJAKAN

1. Kinerja Usaha Koperasi

a. Secara kuantitatif perkembangan jumlah koperasi (sebagaimana dikemukakan pada item 1) cukup menggembirakan, dengan jumlah anggota sekitar 29 juta orang. Jumlah koperasi terbesar terdapat di daerah pedesaan, yang di dalamnya pertumbuhan dan perkembangannya tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah untuk melibatkan dalam berbagai program pembangunan pertanian, khususnya dalam program peningkatkan produksi pangan.

b. Volume usaha semua jenis koperasi, baik koperasi yang berada di pedesaan maupun koperasi yang berada di perkotaan sampai akhir tahun 1997 berjumlah sekitar Rp. 13 triliun. Sebagai gambaran perbandingan jumlah volume usaha koperasi tersebut lebih kurang hampir sama dengan omset sektor eceran besar yang dimiliki oleh beberapa perusahaan, yang dalam hal ini menurut perkiraan Pusat Data Bisnis Indonesia mencapai Rp. 9,3 triliun. Di sini terlihat bahwa volume usaha koperasi secara nasional relatif masih rendah.
c. Di bidang ekspor, jajaran koperasi masih belum bisa berkiprah dengan baik. Selama ini, koperasi belum memiliki produk unggulan yang memiliki nilai ekonomis yang memadai untuk tujuan ekspor. Produk-produk koperasi yang telah memasuki pasar ekspor baru terbatas pada komoditas gaplek, barang kerajinan, dan bahan tekstil. Sebagai ilustrasi, ekspor gaplek  yang selama ini dilakukan oleh Pusat KUD ditunjukan ke Cina, Australia, dan Eropa Barat sebagai bahan baku makanan ternak. Namun, jumlah ekspor gaplek ini juga mengalami penurunan dalam tahun-tahun terakhir sebagai akibat menurunnya produksi dalam negeri.
d. Peranan koperasi yang sangat penting selama ini adalah dalam rangka pengadaan beras stok nasional. Dalam kaitan ini koperasi khususnya KUD telah berperan dalam penyaluran input produksi seperti bubuk dan kredit. Meskipun jumlah pengadaan beras lewat koperasi untuk stok nasional tidak terlalu besar kuantitatif, namun koperasi secara efektif telah dapat dipergunakan sebagai lembaga pembantu untuk menjamin stabilitas harga.
e. Dilihat dari sudut pandang peran yang seharusnya dimainkan oleh koperasi, baik yang berada di daerah pedesaan maupun yang berada di perkotaan, masih banyak peran yang seharusnya dapat ditangani oleh koperasi. Di sektor pertanian, koperasi masih belum berhasil mengelola agribisnis pertanian yang berwawasan industri. Beberapa bidang usaha yang seharusnya dapat dikelola oleh koperasi meliputi agribisnis produk-produk pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Sementara di sektor nonpertanian, koperasi seharusnya juga dapat berkiprah di bidang usaha distribusi barang konsumsi, perbankan dan lembaga keuangan lainnya, serta usaha-usaha jasa yang berkembang dengan pesat mengikuti kebutuhan masyarakat.
2. Kondisi Aspek Kelembagaan Koperasi
a. Kinerja keseluruhan koperasi tidak dapat dipisahkan dari kondisi kelembagaannya sebagai perwujudan dari jatidiri koperasi. Sejauh ini potensi keunggulan koperasi yang dibangun dari identitas jatidirinya masih belum dapat diimplementasikan dengan baik.
b. Implementasi dari konsep bahwa pemilik koperasi adalah juga pelanggan koperasi, masih belum dapat diwujudkan dengan nyata. Kenyataan yang ditemukan dalam masyarakat adalah bahwa belum banyak koperasi yang benar-benar berkembang dari kebutuhan dan prakarsa masyarakat yang dikelola secara mandiri oleh masyarakat pula. Kurangnya dukungan anggota terhadap kemajuan lembaga dan usaha koperasi dapat dijadikan sebagai indikasi rasa kepemilikan terhadap koperasi yang relatif masih rendah.
c. Pendirian koperasi selama ini banyak diwarnai oleh ikatan-ikatan kesatuan domisili, profesi, dan kesamaan fungsi dari lembaga yang didalamnya para anggota terikat, meskipun dilihat dari aspek legal dan kebijaksanaan pengembangan koperasi, hal yang demikian tidk bertentangan. Fenomena seperti ini memperlihatkan bahwa kepentingan ekonomi anggota kurang mendapat perhatian yang proposional dalam pembentukan koperasi, sehingga selain kinerja koperasi yang kurang menggembirakan juga adanya penyimpangan-penyimpangan dari konsepsi jatidiri koperasi. Sebagai ilustrasi, banyak dijumpai koperasi fungsional (koperasi pegawai, koperasi karyawan, koperasi mahasiswa) yang kecil-kecil tetap dipertahankan meskipun secara ekonomis kurang layak.
d. Prakarsa masyarakat kurang dapat ditumbuh-kembangkan dan didayagunakan dalam pengembangan koperasi. Dengan demikian, beban pemerintah untuk memajukan koperasi masih sangat besar. Secara konsepsi, koperasi seharusnya tumbuh dari kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan perkembangan koperasi. Meskipun secara sistematik pemerintah telah mencanangkan tahapan dalam pengembangan koperasi mulai dari tahap ofisialisasi, deofisialisasi, dan tahap kemandirian, namun dalam kenyataannya sampai saat ini prakarsa pengembangan koperasi masih banyak tergantung pada pihak luar koperasi terutama dari pemerintah.
e. Partisipasi, solidaritas, dan kebersamaan anggota koperasi umumnya masih lemah/semu sehingga masih kurang tumbuh gerakan menolong diri sendiri dari kalangan gerakan koperasi. Dalam banyak jenis koperasi yang ada, keanggotaannya masih bersifat stelsel pasif sehingga asas sukarela dan terbuka dalam keanggotaanya koperasi masih belum dapat diterapkan dengan benar.
f. Karena pembentukan koperasi masih banyak yang dilakukan bukan atas dasar kesamaan kepentingan ekonomi yang spesifik dari para anggotanya, sulit pula upaya untuk mengembangkan kerja sama antara koperasi secara optimal, padahal kerja sama merupakan potensi keunggulan koperasi, baik melalui peningkatan skala ekonomi maupun lingkup usahanya.

g. Koperasi belum memiliki posisi tawar yang memadai, baik dalam pembelian maupun penjualan barang/jasa. Hal ini terjadi sebagai akibat ikatan anggota dengan koperasi yang masih lemah. Umummya dalam usaha koperasi masih dikembangkan melalui sistem jual-beli, yakni antara koperasi dan anggotanya yang dilakukan transaksi langsung, sehinga tidak jarang bahwa transaksi anggota dengan koperasi tidak jauh lebih baik daripada transaksi dengan pelaku lain (non koperasi). Padahal khusus untuk koperasi produsen, sistem pooling dengan berbagai pengembangannya merupakan cara yang sesuai dengan jatidiri koperasi.
3. Kesempatan Pengembangan Koperasi
a. Kesempatan koperasi untuk berkembang pada masa depan masih terbuka. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor yang mendorong. Kekuatan utama koperasi adalah jumlah yang banyak dan penyebarannya secara geografis dan kegiatan usahanya di berbagai sektor ekonomi.
b. Sejauh ini komitmen pemerintah untuk membantu koperasi masih sangat besar, meskipun pendekatan dan bentuk dukungan pemerintah kepada koperasi kemungkinan berubah disesuaikan dengan tuntutan perubahan lingkungan. Sebagai wahana dari pengembangan ekonomi rakyat, maka koperasi sebagai usaha yang dikategorikan sebagai usaha berskala kecil akan mendapat berbagai kemudahan dari pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah akan terus mendorong pertumbuhan dan pengembangan    koperasi, termasuk upaya-upaya untuk menata aspek kelembagaan koperasi.
4. Perubahan Lingkungan
a. Globalisasi perdagangan dan investasi yang segera akan dihadapi dunia usaha, menyebabkan persaingan bebas yang semakin tajam antarpelaku ekonomi (termasuk koperasi). Hilangnya berbagai macam ketentuan sistem tata niaga yang selama ini banyak menguntungkan koperasi, serta berkurangnya perlindungan usaha khususnya bagi koperasi, merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi koperasi yang harus dapat dijawab dan dimanfaatkan oleh koperasi.
b. Krises ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia pada akhir-akhir ini telah membawa berbagai implikasi antara lain:

· Penurunan nilai rupiah yang antara lain menyebabkan mahalnya barang impor. Hal di pihak yang satu telah menyulitkan usaha-usaha yang dalam aktivitasnya menggunakan bahan baku komponen impor, namun di pihak yang lain dapat mendorong usaha memproduksi barang/jasa yang dapat mensubsidi barang impor yang berbasis bahan baku lokal, khususnya pada sektor pertanian dan industri barang-barang berorientasi ekspor.
· Penurunan pendapatan masyarakat sebagai akibat menurunnya nilai rupiah, kegiatan ekonomi yang produktif serta kenaikan inflasi. Pemenuhan kebutuhan pokok menjadi perhatian yang besar dari masyarakat. Pada penduduk yang pendapatannya makin rendah tersebut, maka pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan pokok akan menjadi prioritas utama. Dalam kaitan ini, usaha pemenuhan kebutuhan pokok merupakan salah satu kegiatan yang prospektif sehingga dapat memberikan peluang yang lebih besar bagi kopersi konsumsi. Di samping itu, juga mendorong tumbuh dan berkembangnya koperasi produsen, khususnya di sektor pertanian.
· Terganggunya sistem distribusi barang/jasa akibat krisis ekonomi merupakan suatu kesempatan untuk meningkatkan peran koperasi dalam distribusi kebutuhan pokok nasional dan sekaligus mendukung pembangunan kopersi konsumen.
c. Gerakan antikorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang berkembang dalam masyarakat telah membawa konsekuensi terhadap kebutuhan akan transparansi, keterbukaan, demokrasi keadilan/kewajaran perlakuan. Karena keterbukaan demokrasi, keadilan merupakan sifat yang melekat pada koperasi maka diharapkan hal tersebut akan meningkatkan kekuatan koperasi. Terhadap pengelolaan koperasi, hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan anggota koperasi dan masyarakat, sehingga partisipasi dan rasa memiliki koperasi akan lebih mudah ditumbuhkembangkan. 
C. KESIMPULAN

Strategi koperasi dalam menghadapi globalisasi pada dasarnya adalah revitalissi koperasi agar koperasi memiliki jiwa dan daya dorong yang kuat dari anggotanya, mampu mendayagunakan sumber daya secara optimal, mampu mempertahankan diri dalam menghadapi krisis, dan sekaligus meletakkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang pada masa depan strategi dimaksud meliputi:
1. Pemberdayaan

a. Pada prinsipnya pengambilan keputusan dalam pembentukan, pengelolaan, dan pengembangan koperasi harus menjadi inisiatif dan dapat dilakukan sendiri oleh koperasi. Peran dan fungsi pemerintah hanyalah sebagai stimulator (pendorong), fasilitator, dan regulator sehingga pengembangan koperasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, Modal, SDM, informasi.

b. Pengembangan peran dan fungsi lembaga advokasi seperti Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dilakukan secara integratif bersama pemerintah sehingga koperasi dapat memperoleh jaminan usaha yang seadil-adilnya.
2. Penataan Kelembagaan Koperasi
Pada dasarnya menggali dan memantapkan jatidiri koperasi. Konsep bahwa pemilik koperasi adalah juga pelanggan koperasi, perlu dipahamkan pada anggota dan pengelola koperasi sehingga dapat diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan kehidupan berkoperasi. Peran dan fungsi pemerintah harus dapat mendorong diwujudkannya konsep tersebut terutama melalui program-program, penyuluhan, pelatihan, dan penataran perkoperasian yang lebih realities sesuai dengan  kebutuhan koperasi. Dengan demikian, partisipasi anggota (yang pada hakikatnya merupakan jantung kehidupan berkoperasi) dapat ditumbuhkembangkan dalam setiap pengambilan keputusan organisasi dan usaha koperasi.
3. Gerakan Kewirausahaan dan Kemitraan
Pemerintahan perlu mendorong dan membimbing serta memberikan arahan tentang pengembangan kewirausahaan dan kemitraan, baik dalam kegiatan pemerintah, dunia usaha maupaun masyarakat sehingga koperasi lebih terjamin untuk mempunyai anggota dan atau pengelola yang responsif, partisipasi, profesional dalam upaya mempersiapkan diri menghadapi era globalisasi.
Koperasi pada dasarnya memiliki potensi yang sangat besar dalam berperan mengatasi persoalan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memang posisinya lemah karena melalui koperasilah mereka yang lemah dapat menyatukan kekuatannya. Namun, koperasi yang kuat harus dibangun secara bertahap agar pada akhirnya tumbuh menjadi kekuatan yang berakar dalam masyarakat. Koperasi harus dibangun atas dasar kepentingan yang sama dalam menjalankan misi dan aktivitasnya tetap berpegang pada jatidiri diimplementasikan dalam bentuk sistem nilai, prinsip, dan tujuannya.
Menghadapi perubahan lingkungan global serta terjadinya krisis ekonomi, kiprah koperasi menghadapi tantangan sekaligus peluang. Agar koperasi dapat berperan dengan baik, maka strategi dasar dalam pengembangan koperasi tidak lain mengembalikan jatidiri serta membina koperasi melalui gerakan kewirausahaan dan kemitraan.
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